BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Sebelumnya
	Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis tetapi di lokasi dan tema lain diantaranya adalah sebagai berikut :
1. “Kualitas Pelayanan Publik”. Penulis Dila Erlianti (2019)
Penelitian didasarkan pada masalah yaitu masih adanya tata kelola bangunan di Kota Dumai yang masih belum terkelola dengan baik dan di nilai tata ruang kurang efektif terhadap kesehatan dan keselamatan lingkungan dan masyarakat selain itu juga mengakibatkan tata ruang kota menjadi tidak tertib. Hal itu dikarenakan masih ditemukannya beberapa bangunan industri yang dapat beresiko terhadap lingkungan maupun masyarakat namun telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari BPTPM. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif sedangkan teori yang digunakan yaitu kualitas pelayanan menurut Parasuraman. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Dumai di ukur dari indikator tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy dapat berjalan baik.
 
2. “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi”. Penulis Rika Septiandini (2020)
Penelitian ini didasarkan pada masalah dimana Kondisi sumberdaya aparatur dengan keterbatasan sarana prasarana serta rendahnya inisiatif dan skill dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi sehingga mempengaruhi kualitas kinerja pelayanan. Selain itu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan dan stigma negatif yang beredar di masyarakat bahwa perizinan berbelit-belit, lama, dan mahal sehingga masyarakat enggan mengurus izin sendiri dan lebih mempercayakan kepada pihak ke-3 atau calo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan berdasarkan teori Zeithaml dan di analisis menggunakan strategi analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats). Hasil penelitian menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten diukur berdasarkan 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan publik, dapat dikatakan telah berhasil memenuhi hampir semua indikator pengukuran
3. “Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh”. Penulis Rizky Fitriyansyah, Aries Djaenuri dan Mansyur (2020).
Penelitian ini didasarkan bertambahnya keluhan masyarakat dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Diantaranya adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai dan tidak tersedianya pusat informasi yang terpusat menyebabkan masyarakat merasa kurang praktis dalam mendapatkan informasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teori kualitas pelayanan publik yang digunakan dalam penelitian ini menurut Kotler dengan indikator tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh belum berjalan dengan baik karena kualitas sumber daya manusia dan  sarana dan prasarana yang belum memadai, selain itu pengelolaan anggaran yang belu m optimal.
4. “Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah”. Penulis Hendrawan, Rakhmat dan Nurdin Nara (2020)
Penelitian ini didasarkan pada kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah yang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu komunikasi yang terintegrasi dengan baik di kalangan para pegawai serta jumlah penerima layanan masih sedikit sehingga mempermudah pegawai memberikan layanan. Sedangkan fakor penghambat kualitas pelayanan publik adalah fasilitas dan jumlah pegawai yang masih kurang dan belum di terapkannya pelayanan berbasis online sehingga menyulitkan masyarakat untuk menerima layanan.
5. “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan)” Penulis Muhammad Muslim (2022)
Penelitian ini didasarkan bahwa pelayanan publik yang selama ini dianggap masih jauh dari harapan dan keinginan masyarakat. Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan, tidak berbelit-belit dan professional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Tjiptono. Hasil dari penelitian ini adalah pembangunan Mal Pelayanan Publik perlu diupayakan karena bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Sarana dan prasarana dalam pelayanan publik juga supaya dipenuhi sehingga masyarakat selaku pengguna layanan merasa nyaman dan puas terhadap layanan yang diberikan.
	Penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian penulis dapat diuraikan pada tabel sebagaimana terlampir.

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu

	No.
	Judul Penelitian (Nama Penulis, Lembaga dan Tahun Penelitian)
	Persamaan dengan Penelitian Penulis
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis

	1
	“Kualitas Pelayanan Publik”.
Dila Erlianti, Jurnal Administrasi Publik & Bisnis (2019).
	· Menganalisis mengenai kualitas Pelayanan Publik.
	· Lokasi penelitian di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai
· Menggunakan teori kualitas pelayanan public menurut Parasuraman (dalam Tjiptono, 2003)
· Penelitian hanya berfokus menganalisis kualitas Pelayanan Publik dengan menggunakan 5 indikator.

	
	
	
	

	(i)
	(ii)
	(iii)
	(iv)






	(i)
	(ii)
	(iii)
	(iv)

	2
	“Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi”. Rika Septiandini, JPASDEV (Journal of Public Administration and Sociology of Development) (2020).

	· Menganalisis mengenai kualitas Pelayanan Publik.
	· Lokasi Penelitian di DPMPTSP Kabupaten Melawi.
· Menggunakan teori kualitas pelayanan dari Zeithaml (dalam Hardiyansyah, 2018)
· Penelitian hanya berfokus menganalisis kualitas Pelayanan Publik dengan menggunakan 5 indikator.

	3
	“Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh”. Rizky Fitriyansyah, Aries Djaenuri dan Mansyur,  Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2020).
	· Menganalisis mengenai kualitas Pelayanan Publik.
	· Lokasi Penelitian di DPMPTSP Satu Pintu Provinsi Aceh.
· Menggunakan teori kualitas pelayanan publik menurut Kotler.
· Penelitian hanya berfokus menganalisis kualitas Pelayanan Publik dengan menggunakan 5 indikator.

	4
	“Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah”. Hendrawan, Rakhmat dan Nurdin Nara, Jurnal Administrasi Publik (2020).

	· Menganalisis mengenai kualitas Pelayanan Publik.
	· Lokasi Penelitian di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah.
· Menggunakan teori kualitas pelayanan publik menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry.
· Penelitian hanya berfokus menganalisis kualitas Pelayanan Publik dengan menggunakan 5 indikator.

	(i)
	(ii)
	(iii)
	(iv)

	(i)
	(ii)
	(iii)
	(iv)

	5
	“Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan)” Muhammad Muslim, Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (2022).


	· Menganalisis mengenai kualitas Pelayanan Publik.
	· Lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
· Menggunakan indikator kualitas pelayanan publik menurut Tjiptono (1996)
· Penelitian hanya berfokus menganalisis kualitas Pelayanan Publik dengan menggunakan 8 indikator.


Berdasarkan tabel uraian di atas, maka kelebihan penelitian yang dilakukan penulis berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, hal yang membedakannya yaitu : 
1. Penelitian penulis secara empiris berbebeda locus atau lokasinya, dimana penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
2. Penelitian terdahulu tentang kualitas pelayanan pelayanan publik sudah banyak dilakukan, namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian mengenai kualitas pelayanan publik yang menggunakan teori dari Levine dengan indikator yaitu responsivitas (responsivitas), responsibilitas (responsibilitas), dan akuntabilitas (akuntability).
Berdasarkan uraian di atas, penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian, penelitian penulis ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.
2.2 Tinjauan Pustaka
2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik
Secara etimologis pelayanan sendiri berasal dari kata “layan” yang berarti menolong atau menyediakan segala apa yang dibutuhkan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai perihal atau cara melayani, service atau jasa yang berhubungan dengan jual beli barang atau jasa. (Poerwadarmita, 1995:571). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan merupakan aktivitas yang diberikan untuk membantu menyiapkan dan mengurus baik berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Sementara itu istilah publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang banyak (umum), masyarakat, Negara, semua orang. 
Dalam undang-undang nomor 25 Tahun 2009 memberikan definisi bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan pelayanan administratitif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Sadu Wasistiono, pelayanan publik yaitu pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. 
Tjosvold dalam Wasistiono (2003:42) menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu proses untuk melayani masyarakat baik sebagai suatu kewajiban maupun suatu kehormatan yang merupakan suatu dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Hal ini mengandung arti bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik memiliki 2 unsur utama dalam pelaksanaannya yaitu kegiatan yang membutuhkan suatu pelayanan dan juga kegiatan untuk memberikan pelayanan. 
Secara umum terdapat beberapa jenis pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, menurut Barata (2004:14) menyatakan bahwa jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang membutuhkan pelayanan publik antara lain berupa layanan yang berbentuk sebagai berikut:
a. Pemberian jasa-jasa saja,
b. Pelayanan publik yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang-barang jasa,
c. Layanan ganda atau campuran yang berkaitan dengan kedua-duanya.
Dalam praktik penyelenggaraan publik seperti dikutip menurut Supriyatno (2009:310) mengemukakan bahwa unsur pemerintah sebagai penyelenggara publik kepada masyarakat masih terasa kurang serius dalam melaksanakan tugas. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:
1. Pemerintah lebih bersifat monopoli sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak terciptanya iklim kompetisi dan tidak terciptanya nilai-nilai efisiensi dalam peningkatan pelayanan publik. 
2. Pemerintah lebih mengandalkan kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan pelayanan publik. 
3. Akuntabilitas dalam pelayanan publik masih belum berjalan dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena belum adanya standar dari setiap instansi yang dapat diterima secara umum.
4. Terjadinya suatu pandangan yang keliru dari instansi birokrasi pemerintah sebagai unsur pelayanan publik yang disebabkan karena aparatur birokrasi yang terjebak pada pola pikir yang mengutamakan pandangan dan keinginan mereka sendiri dari pada pandangan dan kebutuhan dari masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan publik.
5. Kesadaran yang rendah terhadap hak dan kewajiban.
Tujuan dari pelayanan publik itu sendiri adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dari seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta terwujudnya suatu sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koorperasi yang baik sehingga terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undanga dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai unsur yang dilayani dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. 
Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Ruhana (2010:17) menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah sebagai berikut.
a. Kepentingan umum
b. Kepastian hukum
c. Kesamaan hak
d. Keseimbangan hak dan kewajiban
e. Keprofesionalan
f. Partisipatif
g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif
h. Keterbukaan
i. Akuntabilitas
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
k. Ketepatan waktu
l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
 Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik harus diberlakukannya standar yang jelas sebagai ukuran baku sehingga dapat digunakan sebagai jaminan adannya kepastian bagi penerima pelayanan publik dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik pun dapat mengukur keberhasilan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. 
2.2.2 Kualitas Pelayanan Publik
	Salah satu tujuan dari reformasi penyelenggaraan pemerintah di Indonesia adalah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Menurut Fandy Tjiptono (1995:24) kualitas merupakan kesesuaian dengan persyaratan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan yang berkelanjutan, terbebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelangggan sejak awal dan setiap saat, melakukan segala sesuatu secara benar dan sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
	Menurut Dwiyanto (2006:144) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan kemampuan organisasi pelayanan publik untuk dapat memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa baik melalui pelayanan teknis maupun administrasi.
	Sedangkan Menurut Ibrahim (2008:22), kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitas ditentukan pada saat terjadinya pelayanan publik. 
	Dikutip menurut Munir dalam Thahir (2010:5) bahwa untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka suatu organisasi publik atau pemerintah harus mengetahui dan memahami segala tuntutan, keinginan, harapan, tingkat kepuasan dari pelanggan atau masyarakat sehingga pelayanan publik akan terlaksana dengan baik. Hal tersebut menunjukan bahwa pada hakikatnya penyelenggaraan pelayanan publik menunjukan hubungan timbal balik atau interaksi antara pemerintah sebagai unsur pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai yang menerima pelayanan.
Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik, maka diperlukannya indikator yang dapat menunjukan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan sudah baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Menurut Levine dalam buku Agus Dwiyanto (Rahman, F., & Tarigan, J. S, 2020:116-117) indikator pelayanan publik secara umum yaitu sebagai berikut:
1. Responsivitas (responsiviness), yaitu daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi, maupun tuntutan pengguna layanan. Pelayanan yang diberikan pada hakikatnya harus berdasar pada kebutuhan masyarakat. Tanggapan yang cepat dan tepat dari penyelenggara pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat akan memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai penerima layanan. 
2. Responsibilitas (responsibility), yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan dalam undang-undang. 
3. Akuntabilitas (akuntability), yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak terkait dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Akuntabilitas juga diartikan sebagai tingkat pertanggungjawaban instansi atau aparatur sesuai nilai-nilai ideal dalam institusi kepada masyarakat sebagai penerima layanan. 
Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (1995) ciri-ciri pelayanan publik yang berkualitas didasarkan pada 6 indikator. Indikator yang diturunkan lebih spesifik pada keadaan lapangan, yaitu sebagai berikut:
1. Adanya ketepatan waktu, meliputi waktu tunggu dan waktu proses. Hal ini erat kaitannya dengan profesionalitas dari aparatur pemerintah. Profesionalisme yang tinggi akan menunjukkan tindakan yang taat terhadap undang-undang, nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. 
2. Adanya akurasi pelayanan yang meliputi bebas dari kesalahan. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat luas akan berdampak oleh semua penerima pelayanan publik oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan harus merupakan hasil dari kajian yang sebelumnya sudah diteliti.  Akurasi pelayanan publik akan tercipta ketika rumusan pelayanan publik telah melalui uji coba terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada masyarakat. Aparatur dalam hal ini juga perlu mendapatkan pelatihan untuk memahami dan menerapkan sistem pelayanan. Dengan demikian aparatur akan melayani dengan kualitas terjamin sehingga dapat menemukan solusi dari masalah masyarakat terkait pelayanan publik. Akurasi pelayanan membutuhkan peningkatan nilai secara terus menerus mengikuti kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik.
3. Adanya kesopanan dan keramahan dalam memberikan layanan. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang pelayanan publik terkait nilai-nilai dalam prinsip pelayanan publik. Indikator ini sering disepelehkan namun merupakan salah satu faktor utama dalam kualitas pelayanan publik yang sangat penting. Ketika pelayanan yang diberikan mengesampingkan faktor ini, maka kenyamanan tidak akan tercipta dan pada akhirnya masyarakat akan tidak puas atas pelayanan yang telah diberikan. Artinya kualitas layanan publik tidak akan tercipta jika indikator kesopanan dan keramahan diabaikan.
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan. Hal ini diwujudkan dengan fasilitas pendukung dalam pelayanan, misalnya sumber daya aparatur penyelenggara cukup dan fasilitas pendukung di kantor juga lengkap serta lokasi strategis sehingga mudah dijangkau. Indikator ini merupakan kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Kenyamanan berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang tunggu, toilet, kebersihan dan lain-lain. Kenyamanan memang bukanlah program yang langsung mengarah kepada pemberian layanan secara substansial tapi lebih kepada etika dan estetika sehingga dapat diperhatikan sebagai factor pendukung indikator. Kenyamanan akan menumbuhkan kepuasan penerima layanan, dan kepuasan penerima layanan merupakan suatu tanda pelayanan yang berkualitas.
6. Fasilitas pendukung pelayanan, misalnya tempat parkir, ketersediaan informasi, tempat duduk dan sebagainya. Fasilitas pendukung ini diperlukan sebagai pelengkap pelayanan publik. Pada intinya adanya fasilitas pelayanan publik akan meningkatkan kepuasan masyarakat demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Indikator tersebut saling ketergantungan satu sama lain, masing-masing indikator saling menguatkan indikator lainnya jika sudah berada pada kualitas yang baik. Begitupun sebaliknya salah satu indikator yang buruk akan mempengaruhi indikator lainnya. Oleh karena itu semua indikator harus sama-sama memiliki kualitas yang baik agar dapat terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.
2.3 Kerangka Pemikiran
Sejalan dengan perekonomian Kabupaten Cirebon yang berkembang semakin pesat maka penyelenggaraan pelayanan publik dengan banyaknya kajian dan kompleksitasnya seringkali tak terhindar dari permasalahan yang terus berlangsung hingga kini. Masalah yang ditemukan adalah adanya keluhan dari masyarakat terkait kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
Untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon perlu dilakukannya anaupaya seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengintegrasikan sistem perizinan dengan baik, meningkatkan serta mengevaluasi pengawasan kinerja pegawai dan meningkatkan informasi yang diberikan kepada pemohon perizinan usaha.
Masalah belum efektifnya kualitas pelayanan publik di di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dapat dianalisis menggunakan menurut Levine dalam Dwiyanto (Rahman, F., & Tarigan, J. S, 2020:116) dengan indikator Responsivitas (Responsivennes), Responsibilitas (Responsibility) dan Akuntabilitas (Akuntability). 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :
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Dianalisis menggunakan indikator :
1. Responsivitas (Responsivennes)
2. Responsibilitas (Responsibility)
3. Akuntabilitas (Akuntability).
(Levine, dalam Dwiyanto, dkk. (Rahman, F., & Tarigan, J. S, 2020:116))
(Process)
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran

Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang optimal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
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Stategi meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak efektif
(Output Negatif)

Stategi meningkatkan kualitas  pelayanan publik efektif
(Output Positif)
Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
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